
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG 

Menimbang 

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

:a. bahwa Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur 

pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan 
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilandasi 
prinsip-prinsip efisien, efektif, produktif, dan akuntabel; 

b. bahwa Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a telah ditetapkan dalam Peraturan DPRD Kota 

Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota 

Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Tertib, namun demikian masih 

memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung 
dinamika politik, serta kebutuhan peningkatan 

manajemen pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, 

wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sehingga perlu diubah; 

C. 

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib; 
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1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 45), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomnor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

Indonesia Nomor 6841); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6): 

8. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 

2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah 

Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 67); 

: PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 

2020 TENTANG TATA TERTIB. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut: 
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1. Di antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 80 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 80 

(1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, 

menjadi anggota salah satu Komisi. 

(la)Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan 

dengan mempertimbangkan perimbangan dan 

pemerataan jumlah anggota antar komisi atas usulan 

Fraksi. 

(2) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat 

paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun 

anggaran. 

(3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih 

dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip 

musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam 

rapat paripurna untuk ditetapkan. 
mufakat sebagaimana musvawarah (4) Apabila 

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai maka 

pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dengan 

pemungutan suara. 

(5) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris 

Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. 

(6) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, 

dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali 

pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris 

Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) 

(7) Calon pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau 

Sekretaris Kormisi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) diusulkan oleh Fraksi yang bersangkutan. 

(8) Calon yang diusulkan oleh Fraksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2 (dua) orang 

Anggota DPRD. 

(9) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, 

dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa 

jabatan yang digantikan. 
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(3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan 

kegiatan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), melaksanakan tidak dapat 
Penyebarluasan berikutnya. 

Peraturan DPRD ini 

diundangkan. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggat t 2023 
SEKRERS 

ND 

12 

DAERKOTA BANDUNG, 

SEAD 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan DPRD ini dalam Berita Daerah 

Kota Bandung. 

EMAFUMARNA 

Pasal II 

mulai berlaku pada tanggal 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 27 Juni 2023 

KETUA DPRD KOTA BANDUNG, 

H. TEDYRUSMAWAN 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 20 
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